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REDUDURKAN SAKSI MAHRKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PTIXANA I PERSIDANGAN

ABSTRAK

i Fikrom Fahm, Bp 01141213, Fakultas Hokwm Propram Ekstens: Usiversitas
Andalas Padang, Tahun 2006, Hal &4}

Dalam tahap pemeriksaan suam perkara pedana fertentu di persidanpan
adzkalanya dikenal istilah Saksi Mahkota, vaite tenlakwa vang dijadikan sebapai
sikst terhadap terdakowa lam dalam berkas perkara vang dipisah {splissing) dimana
suaty tindak pidana ilu ada wnsur penvertaan (dechiesmng) Keberadaan Saksi
Mahkota 1 yang tidak diatur secara tegas dilalam KUHAP menimbulkan
pertentangan. Disatu pihak Saksi Mahkota un diangeap bertentangan dengan hak-hak
terdakwa dipersidangan dan merugikan kepentingan dart terdakwa, sedangkan
dipthak lam Saksi Mahkota ini dianggap perlu dalam pembuktian suatu perkara
pdama dan memperkuat dakwaan dard Penuntor Umom, karena Saks: Mahkota ing
sangal mengetahnl sckall tentang suatu tindak pidana itu sehingga diharapkan dapat
diperoleh kebenaran darinya. Berkanan dengan kedudukan Sakst Mahkota dalam
pembuktian ini permasalahan vang dibahas adzlah dasar hukom Jaksa Penuntut
Limum mengajukan Saksi Mahkow di persidangan, bapaimana kedudukan Saksi
Mahkota dalam pembuktizn di persidangan dan bagaimana pertimbangan Hakim
terhadap keterangan Saksi Mahkota dalam pembukiian i persidangan. Metode
peneliian vang  digunakan adalah Yurides Soswlogis vaitu pendekatan vany
menekankan pada lakia-fakia vang ditemukan dilapangan dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, Data vang dipergunakan adalah Data Primer dan
Dhata Sekumler yang penulis peroleh dars studi kepustakaan dan hasil wawancars
dengan nargsumber vang terkant dengan permasalzhan. Dari penelinan vang penulis
lakukan didapat hasil bahwa pengajuan Saksi Mahkota oleh Penuntil Umopm di
persidangan hanva merupakan kebijakan wwkms sgja dan hanva mensacy pada
ketentvan pasal 142 KUHAP vang memberikan wewenang pada Penuniat Uinonm
untuk melakukan penumutan secara terpisah erhadap terdakwa, Kemudian tentang
kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian di persidangan adalsh  sebapai
tambahan alal bukt untuk memperkual dakwaan Jaksa Penuntet Umum dan nilai
keteranganiya dipersamakan dengan keterangan saksi pada vmumnya. Terhadap
keweranpan Saksi Mabkota i Hakim tetap harus mempertimbangkannya untuk
memambah kevakiman Hakim dalam menjatubkan Putosan, akan tetap pada bagian
perinmbangan hukomnya dalam putusan odak dicaniemkan secara 1egas tentang
adanva Saksi Mahkota ini. akan tetapl digabusgkan ssja dengan keteranpan saksi
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BAB I

PENDAIULUAN

A, Latar Belakanz Masalah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 entang Hokum Acara Pidana vang

bercirikan kodifikasi dan unifikasi, didalamnya berlaku asas-asas penpadilan, amara

lam
a, Iilarang bertindak main hakim sendici
b, Hukum Acara harus tertulis dan dikodi ik asikan.

¢ kekuazaan pengadilan harus bebas dari pengarul kekoasaan badan negars

lazn.

d. Semua putusan pengadilan harus benst dasar-dasar hukum.

e hecuali ditentukan Jam oleh Undang-Unibang, sidang pengadilan haros
dimvatakan terbuka uniuk pmum dan putusan hakim senaniasa dinvatakar
dengan pintu terbuka ',

Hukum Acara Pidana vang tennual dalam KUIAP  merupskan  suaty
rangkalan peraturan vang memuat tentang bapaimana carznyva para penegak hokom
sepertt Palise, laksa, Hakim dan Penasehat Hukum harus bertindak sesuai lunesi dan
kewenmmgannya dalam menegakkan Hukom Pidana, dimans harus diperhanikan dalam
Hukum Acars Pidana i terdapan dua kepentnzan hukum vang berimbang antars

sepenlmpan perseorangan dalam hat e tersangka atau erdakwa dim kepentingan

S e Fendaesar b Tidlonsesin. Amuco, Baodune 1985 [Hal 17
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orang lain atan masvarakat schagar korban atas terjadinya suate tindak pidama, Oleh
| Larena itu tujuas dari Hukum Acara Pidana adalah

1o Mencar kebenaran vang sejat

14

Mengambil putusan vang didasarkan ams hukum, kevakinan dan rass
keadilan
+. Pelaksanaan puiesan terhadap seseoarang vang dinyatakan bersalah
Didalam Hukum Acara Pidana dikenal juga asas “"Presumption of iinocent”
yau seseorang diangpap tidak bersalah sampai ada potusan pengadifan yang

berkekuatan hukum tetap vang menvalakannya. Hal i merupakan salah satu bentuk

l perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, karena pada  hakekamva KUHAP
! memberikan jaminan terhadap Hak-hak Asasi tersangka atau terdakwa Tadi sckalipun
‘ sesorang berstatus sebagai tersangka alau terdakwa i@ harus fetap diperlakukan
I

| sebagal manusia dengan jalan melindungt Hak Asasi Manusianyva, walaupun tujuan
| dart penegakkan hukum adalah untuk mempenabankan dan melindungi kepentingan
' masyarakat telapt idak bolch sampai mengorbankan hak dan manabar dar fersangka
ataw terdakwa.” Oleh karena ite dibutuhkan pembuktian dalam persidangan atas
dugzan terjadinva tindak pidana antok membukikan bersalah atau tidaknva terdakwa.
heterangan saks: sebagan salah satu alat bukt memegang peranan penting dalam hal

pembuktian i

—_—

Sarmman Prodpobamidjese, sodidicion Deesoagka Sae Perdadve Shelon P, Ghnla
rdonesee, Hal 15

M Yabwa Harshap, Messbafoosn, Permersalivoor Dan Penerapan STHA0 Edise Medua, Siear
rafixa, Jakara. 2000, Hal 55
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Ladalam pasal 184 KUHAP 1elah dinvatakan secara alat-alal bukti vang sah
menurl Undang-undang, vaitu

| Keterangan saksi.

B

keeterangan ahl.

Surat

i

4. Petunpuk
5. Keteranpan terdakwa.
Hal i berarti apapun vang diajukan oleh para pihak di pesgadilan, baik oleh
penuntul wmum untuk memperkuat dakwaannyva ataupun oleh terdakwa  atau
penaschat hukumnya untuk membantah surat dakwaan penuntut umum, dilusr vang
dimyvatakan dalam pasal im hukanlah merupakan alat bukii

Yang dimaksud dengan saksi dalam pasal T angka (26) KUHAP adalab arang
vang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penvidikan, penunnnan dan
peradilan tentang swatu tindak pidana vang 1a dengar sendini, (a likat sendiri dan 1a
alami sendini, sedangkan dalam pasal 1 angka (27) KUHAP vang dimaksud dengan
keterangan saksi adalah salah satu alat bukt dalam perkara pidana vang herupa
Reterangan sakst inengenan suate peristwa pidana vang ia denear sendirs; s lihot
sendirt, dan 2 alami sendin dengan menvebul alasan dari pengetahuanmva g
Apabila keterangan tu dulapal dari orang lam (restmon de aradion) atan lany
berupa  persangkase  saksi semata  (rorio conclidendn bukanlah meripakan
eterangan saks, Hal mi diperkuat dengan Yorsprudens: Mahkamal Apung taneeal

[1=11-1959 Reg Namor 30850 8ip/ 1959
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BADB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN.

1.

Iid

Dsar hukwn vang dipergunakan olel penuntut umum merngadikan terdakwa
sebagai Saksi Mahkota hanya mengacu pada ketentuan pasal 142 KUHAP
yang memberikan  wewenang  pads Penuniut umuwm  untok melakukan
pemisahan berkas perkara (spéising) menjadi lebih dani sam sesual jumlak
terdakwa dan melakukan penuntutan secarn terpisall terhadap masing-
masingnya. Hal ini dikarenakan bahwa  Saksi Mahkora  tidak  zda
[engatirannys secara tegas didalam KUHAP, Saksi ini hanyalzh merupakan
stilal ataw kebijakan tekns vang dipakal aleh penuntut umum dalam prakiek
di persidangan,” vaitu dimang seorang erdakwa dijadikan saksi terhadap
terdakwa lain dalam pembuktian suaty perkara pidana vang ada unsur
penveriaannya (decleming). Jadi pengajuan Ssksi Mahkots mi tidaklzh
bertentangan dengan KUHAP selama Saksi Malkota ity terpisah berkas
peckaranya dengan terdakwa vang akan diberikan kesaksizn.

Kedudukan Saksi Malkota dalam pembuktian perkara pidana di persidanpan
ndalah sebagar alat buky tambalan yang akan memperkuat kevakinan hakim
yang milal keterangannya  dipersamakan dengan keteranpan saksi bigsa
lainnya, Denpan demikian pengaturan vang berlaku terhadap sakst juga

beriaku terhadap Saksi Mahkota, Akan tetapt hakim tidak boleh menjatubkan
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putusan dengan hanya berdasarkan keterangan Saksi Mahkots saja tanpa
disertal kelerangan saksi dan alat bukti yvang kxin.

Hakan dafam memerksa dan memuius suzn peckara pidana wiih
mempertimbangakan sepala sesuatu vang dapat membuat terang suatu tindak
pidana. tidak terkecoali terbadap keterangan Saksi Mahkota Walaupun tidak
ada pengaturan sccara tegas didalam KUTAP tentang  boleh tidaknva
digjukan Saksi Mahkota di persidangan, 1lakim dabam mengadill suatu
perkara terkat dengan asas bahwa hakim tdak bolel menolak suaty perkara
dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukomnya, api hakim walih unlek
tetap memerksanva dan mencmukan hukumnyva sendirn Hal ini dapat dilikat
datam prabieknya i persidanzan, Hakim tidak pernah melarang penuntut
wmum mengajukan Saksi Mahkota dalam pembuktian. Karena hakim dapar
dan berwenang untuk menilar apakab keterangan Saksi Mahkota il bermilas
yundis ata tdak. Mengenam adanva pertemtangan pendapat tentang Saks;
dahketa ina adalah hal vang wajar, karena dalam prakick peradilan setsap
hakim mempunyval otoritas, kehebasan dan pandangan vuridisnva ketika
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